
137 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Daftar Buku 

Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke 

Implementasi Kebijaksanaan Negara.Jakarta: Bumi Aksara. 

Djumialdji, F.X.. 2010. Perjanjian Kerja. Jakarta: Sinar Grafika. 

Farida Indrati, Maria. 2007. Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, 

Materi Muatan (Disarikan dari Perkuliahan Prof. Dr. A. Hamid S. 

Attamimi, S.H.).Yogyakarta: Kanisius. 

Husni, Lalu. 2007. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo. 

Johan Nasution, Bahder. 2008. Metode Penelitian Hukum. Bandung: 

Mandar Maju. 

Kertonegoro, Sentanoe. 1999. Hubungan Industrial: Hubungan Antara 

Pengusaha dan Pekerja (Bipatrit) dan Pemerintah (Tripartit). 

Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. 

___________________. 1999. Pengupahan (Wages). Jakarta: Yayasan 

Tenaga Kerja Indonesia. 

___________________. 2001. Pengupahan: Teori, Hukum, dan 

Manajemen. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. 

Khakim, Abdul. 2006. Aspek Hukum Pengupahan.Yogyakarta: PT. Citra 

Aditya Bandung, 

Koeshartono, D. dan Shellyana Junaedi, M.F. 2005.Hubungan 

Industrial:Kajian Konsep dan Permasalahan.Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Nawawi, Hadari. 1990. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 

NPD, Budiman. 2005. Ilmu Pengantar Perundang-Undangan. 

Yogyakarta: UII Press. 

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN  2015 TENTANG PENGUPAHAN
TERKAIT DENGAN 
KESEJAHTERAAN BURUH
NASTITI RETNO LARASATI, Murti Pramuwardhani, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



138 
 

 

Riawan Tjandra, W dan Budi Harsono, Kresno. 2009. Legislatif Drafting 

Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah. Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya. 

Soekanto, Soerjono. 2006. Pengantar Peelitian Hukum. Jakrta: UI Press. 

Soepomo, Imam. 1983.  Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. 

Jakarta: Djambatan. 

Soimin.2010.Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia.Yogyakarta: 

UII Press. 

Sunggono, Bambang. 2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja 

Grafindo. 

Syamsudin, Aziz. 2011. Proses dan Teknik Perundang-Undangan. 

Jakarta: Sinar Grafika. 

Yuliandri. 2009. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan Yang Baik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3989) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor 

13,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4729) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5234) 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 237, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747) 

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN  2015 TENTANG PENGUPAHAN
TERKAIT DENGAN 
KESEJAHTERAAN BURUH
NASTITI RETNO LARASATI, Murti Pramuwardhani, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



139 
 

 

Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 

Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan 

Presiden  

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian 

Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 707) 

 

C. Jurnal Hukum 

Pitaya.2006. Dilematika Penetapan Upah Minimum.Dalam Mimbar 

Hukum, Volume 18 Nomor 2; Juni 2006, Yogyakarta: Fakultas 

Hukum Universitas Gadjah Mada. 

Wijayanta, Tata .2014.Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan 

Dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, 

(Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014 versi 

Elektronik). Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Jendral Soeedirman. 

 

 

D. Penulisan Hukum 

Kus Pratiwi, Dian. 2012. Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 13 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Kesehatan 

Daerah Terhadap Optimalisasi Pelayanan Publik di Bidang 

Kesehatan. Tesis tidak diterbitkan. Fakultas Hukum: Universitas 

Gadjah Mada. 

Lilis Ernawati, Dwi. 2006. Analisis Terhadap Sistem Pengupahan Pada 

Bank X.Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah 

Mada. 

Ribut Masriyanik, Diyan. 2008.Peran Dewan Pengupahan Provinsi DIY 

Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Melalui 

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN  2015 TENTANG PENGUPAHAN
TERKAIT DENGAN 
KESEJAHTERAAN BURUH
NASTITI RETNO LARASATI, Murti Pramuwardhani, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



140 
 

 

Kebijakan Pengusulan Penetapan UMP (Upah Minimum 

Provinsi).Tesis tidak diterbitkan. Fakultas Hukum: Universitas 

Gadjah Mada. 

Taufik Herry Isnawan, Muhammad.2014.Pelaksanaan Sistem Pengupahan 

Bagi Pekerja Yang Menggunakan Dana APBD Melalui PT Jogja 

Tugu Trans (Transjogja) Yogyakarta.Skripsi tidak 

diterbitkan.Fakultas  Hukum:  Universitas Gadjah Mada 

Tri Utami, Wahyu. 2014. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pengupahan 

Bagi Pekerja Pada Toko Batik Di Pusat Cinderamata 

Rotowijayan.Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Hukum: 

Universitas Gadjah Mada. 

 

E. Internet 

________. 2006. Tiga Teori Upah Kompensasi Ekonomi SDM - Teori 

Ekonomi Pasar, Teori Standar Hidup Dan Teori Kemampuan 

Untuk Membayar,http://www.organisasi.org/1970/01/tiga-teori-

upah-kompensasi-ekonomi-sdm-teori-ekonomi-pasar-teori-standar-

hidup-dan-teori-kemampuan-untuk-membayar.html diakses 

tanggal 16 Februari 2015 pukul 11.15. 

 

_________. 2013.Pengertian Upah Minimum, 

http://m.kompasiana.com/spsuci/pengertian-upah-

minimum_552c69616ea834e7128b4589 diakses tanggal 30 Maret 

2016 pukul 12.37. 

 

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN  2015 TENTANG PENGUPAHAN
TERKAIT DENGAN 
KESEJAHTERAAN BURUH
NASTITI RETNO LARASATI, Murti Pramuwardhani, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://www.organisasi.org/1970/01/tiga-teori-upah-kompensasi-ekonomi-sdm-teori-ekonomi-pasar-teori-standar-hidup-dan-teori-kemampuan-untuk-membayar.html
http://www.organisasi.org/1970/01/tiga-teori-upah-kompensasi-ekonomi-sdm-teori-ekonomi-pasar-teori-standar-hidup-dan-teori-kemampuan-untuk-membayar.html
http://www.organisasi.org/1970/01/tiga-teori-upah-kompensasi-ekonomi-sdm-teori-ekonomi-pasar-teori-standar-hidup-dan-teori-kemampuan-untuk-membayar.html
http://m.kompasiana.com/spsuci/pengertian-upah-minimum_552c69616ea834e7128b4589
http://m.kompasiana.com/spsuci/pengertian-upah-minimum_552c69616ea834e7128b4589

